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Digitalisasi administrasi publik menuntut jaminan keamanan serta
pelindungan data pribadi sebagai bagian dari hak privasi yang dilindungi oleh
hukum dan hak asasi manusia dalam perundang-undangan. Namun praktiknya,
masih mengalami terjadi berbagai kebocoran data yang menunjukkan kelemahan
pengawasan serta mekanisme pertanggungjawaban lembaga pengelola data,
sehingga pelindungan hak privasi belum terlaksana secara optimal. Penelitian ini
bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum mengenai pelindungan data pribadi
dan hak privasi ditinjau dari perspektif pelindungan hak asasi manusia..

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan
perundang-undangan dan konseptual. Data yang digunakan merupakan data
sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan
hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap
dokumen hukum dan karya ilmiah, sedangkan analisis data dilakukan secara
kualitatif.

Pengaturan hukum mengenai perlindungan data pribadi dan hak privasi
ditinjau dari perspektif perlindungan HAM telah menempatkan hak privasi sebagai
bagian dari hak asasi manusia yang dijamin konstitusi dan instrumen HAM
internasional, sehingga negara memiliki kewajiban untuk menghormati,
melindungi, dan memenuhi hak tersebut melalui regulasi dan mekanisme
perlindungan yang memadai. Implikasi yuridis dari prinsip-prinsip perlindungan
hak asasi manusia terhadap hak privasi dan perlindungan data pribadi dalam Pasal
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menegaskan bahwa negara wajib menyediakan jaminan penegakan hukum melalui
pengaturan hak, kewajiban pengendali data, mekanisme pengawasan, dan sistem
sanksi, termasuk penerapan prinsip persamaan di hadapan hukum agar seluruh
pemilik data memperoleh perlindungan dan pemulihan yang setara dari potensi
penyalahgunaan data pribadi.

Oleh karena itu, Perlindungan hukum preventif melalui transparansi harus
diperkuat dengan mekanisme penindakan yang tegas tanpa tebang pilih. Saran yang
diajukan dalam penelitian ini adalah perlunya langkah segera dari pemerintah untuk
melakukan sinkronisasi regulasi guna menghilangkan tumpang tindih aturan yang
merugikan subjek data. Selain itu, pemerintah wajib menjamin pembentukan
lembaga otoritas pengawas pelindungan data pribadi yang memiliki independensi
penuh dan lepas dari pengaruh kementerian mana pun agar fungsi pengawasan serta
penjatuhan sanksi dapat berjalan objektif demi menjaga martabat seluruh warga
negara.
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